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wALI Ko恥s工BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI Ko船s重Bo鵬A

NOM(〕R 96 TAHUN 2022

TE N皿NG

I sunR畑中

PENGENDAしIAN KECURANGAN

D量L宣NGKUNGAN pEMER工N皿H Ko皿s宣Bo職A

DENGAN RAHMAT Tu皿N YANG MAHA ESA

WAし萱KOTA SIBOしGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meunjudkan pelakcanaan

pcmehntahan yang baik dan terhindar da轟kompsi, kolusi,

dan nepo也sme, perlu dimulai dengan upaya pengendalian

tindak孤　kecurang紬　di Lingkungan Peme正ntah Kota

Sib018a;

b. bahwa berdasarkan per心mbangan sebagaimana dimaksud

dalan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali

Kota tent紬g Pengendali紬　Kecurang肌　diし血gkungan

Pemerintah Kota Sibolga;

1. Undang-Undang Nomor　8　D競. Tahun 1956　tentang

Pembentuk劃　Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara RepubHk Indonesia Tahun 1956　No皿or　59,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Und紬g-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tent紬g

Penyelenggaraan Nega重a Y紬g Bers血　d紬　Bebas dan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999　Nomor　75, Tanbahan Lembaran

Negara Republik重ndoncsia Nomor 3851);

3. Undang-Unda皿g Nomor　23　Tahun　2014　tenta皿g

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba｢an

Negara RepubHk量ndonesia Nomor 5587) sebagai脚a telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun　2020　tentang Cipta Kelja (Lembaran

Nega輪　Republik Indonesia Tahun　2020　Nomo｢ 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

4. Peratura皿　Peme正ntah Nomor　60　Tahun　2008　tent組g

Sistem Pengenda山an Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik工ndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

4. Undang-Undang....



5. Peratur紬Mente轟Dalam Negeh No皿o丁80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Hoduk Hukum Daerah (Benta

Negara Republik　工ndonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagai皿ana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteh Dalam Nege正　Nomor 120　Tahun　2018　tentang

Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Nege血Nomor 80

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Hoduk Hukum Daerah

(Be轟ta Negara Republik工ndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peratu｢an Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2017　亡entang

Pembinaan dan Pengawacan Penyelenggaraan

Pemehntahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

hdonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik暮ndonesia Nomor 4593);

7. Peraturan meside調Nomor 54 Tahun 2018 tentang S廿ategi

Nasional Pencegah餌　Kompsi (Be血ta Negara RepubHk

量ndonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTus払N :

Mene屯pkan : PERATURAN WAL量　KOTA TENTANG PENGENDAL暮AN

KECURANGAN D量LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Pemturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ad血ah Daerah Kota Si比lga,

2. Peme正ntah Daerah adalah Wa脆Kota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelen認紬a Pemehntahan Daerah, yang memimpin pelaks狐am urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota ad瓢ah W瓢i Kota Sibolga.

4･ Perangkat Daerah adalah per狐gkat dae｢ah di Lingkung狐Pcmehntah Kota

Sibolga.

5･ Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sibolga･

6. Kecurangan伸rind/ adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur

dengan　叫uan untuk memperoleh keuntungan aぬu menga琉batkan

kemgi劃dengan cara menipu, memperdaya, atau c狐a-cara laimya yang

melangga重ketentuan pe｢undang皿yang berlaku i

7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesaln dan diselenggarakan

secal`a spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan

kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

8. Resiko Kecurangan ad血ah kmungkinan teエゴadinya kecurangan dan

d劃pak potensi瓢jika teヰadi i

Pasal 2

(1) Peraturan Wall Kota血i dimaksudkan sebagai pedoman dalam me血ahami

dan mengenda轟k紬kecurangan yang behnd毘asi tindak pidana korupsi di

Hngkung紬peme正ntahan daerah･

/2/ Per鋤u調r｣ .



(2) Peratu｢an Wall Kota ini be直面uan untuk :

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang廿ndakan

kecu r狐gan ;

b. meningkatkan kepatuhan terhadap ke亡entuan larangan melakukan

kecu ｢租gan ;

c. menciptakan虹ngkungan keヰa da皿budaya ke寄a ya皿g廿ansparan dan

akuntabe宣di lingkungan pe皿e正ntah daerah;

d. memb狐gun integhtas penyelengga｢a daerah y紬g bersih dan bebas

da轟korupsi, ko重usi da皿nep〇五sme;

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas

penyelenggaraan pelay餌an publik pemehn亡ah daerah; din

で. mew可udkan pemehntahan yang bersih, akun屯bel dan pelayanan

publik yang p正ma.

Pasal3

(I) Pemehntah Dae｢ah menerapkan phnsip也dak mentoleransi kecurangan

/2わro Toieraれce fo F畑ud/.

(2) Pengendalian kecurangan didesa血　dan diselenggarakan untuk

memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada･

(3) Kebiうakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh

unsur-unsur :

a. Perangkat Daerah;

b. Badan usaha Milik Daerah;

c. Badan I.ayanan umum Daerah;

d. Kelurah劃; dan

e. Lembaga lalnnya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku

melaksanaka皿　血ngsi pemehntah daera血, mene正ma dan/a屯u

mengelola uang dad pemehntah dacrah ･

Pasal 4

Ruing lingkup Peraturan Wan Kota ini melipu仕:

a. strategi pengend址ian kecurangan;

b. 1ingkung狐pengendali紬kecurangan; dan

c. pehlaku an旬kecurang紬.

BAB賞I

STRATEG重PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

( 1) Strate由yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdih atas :

a. pencegahan;

b. deteksi; dan

c･ respon･

(2) Strategi pencegahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempaka皿keselumhan upayaタc紬a dan met∝1e dalam mengelo量a sumber

daya organisasi dengan t巾ua皿　untuk menghalangi terw巾udnya atau

timbulnya f衣tor resiko dan penyebab resiko kecurangan.

/3/ St｢αtegt...



(3) Strategi deteksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

keseluⅢhan upaya, cara d紬metode d瓢am mengelola sumber daya

organisasi dengan tujuan untuk mengidend窟kasi, menemukan serぬ

menentuk紬keberadaan dan keteヰadian kecurangan.

(4〉　S廿ategi respon, sebagaimana dimaksud pada ayat (i) bumf c mempakm

keselu則h狐　upaya, cara da皿　rnetode dala皿　mengeloぬ　sumber daya

organisasi deng紬　tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan

kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan

yang akan, sed紬g a屯u telah te重jadi.

(5) Stratcgi pengenda虹an kecurangan sebagaimana dimaksud甲da ayat (1主

軸abarkan ke dalam at轟but sebaga王be正kut :

a. Keb主jakan Anti Kecurang孤･

b. Standar Pe轟laku d劃Disiplin.

c. Penilaian Risiko Kecu｢ang紬.

d. Manajemen Sumber Daya Manusia.

e. Manajemen曲hak Ke心ga.

f. Sa亡uan Tugas pengendalian Kecurangan.

9. Vm芯±Zebzo助’ng初stem dan perlindungan pelapor.

h. Deteksi proaktif.

i.暮nves缶gasi･

j. Tindakan Korektif.

(6) Pelaksanaan s廿ategi pengend血ian kecurangan sebagai皿ana dimaksud

pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing

at轟but.

BAB1宣重

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal6

( 1 ) Agar kebijakan pengendalian kecurangan dapat beljalan eecara efektif dan

efisien diperlukan landasm lingkungan pengendalian kecurangan sebagai

persyaratan utamanya ･

(2)ぬndasan lingkung狐　pengendalian kecurangan yang sebagaimana

dimaksud pada ayat ( i) paling sedikit melipu寄:

a. komitmen jajaran pimpinan;

b. budaya狐色kecurangan; din

c. kc坤akan dan prosedur pengendalian kecurangan･

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

bumf a dapat diw巾udkan d血m bentuk :

a. sikap d紬pe正laku yang baik sehingga dapat me可adi c○ntoh d紬telad劃

bagi pegawai di lingkunga皿keエゴa;

b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan

secan terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah

daerah;

C P章rr瞥)肌αれ....



c. pimpinan dan selumh pegawa王membuat dan/aぬu men狐datangani pakta

integhtas atau surat pemyataan心dak melakuk狐kecurangan;

d･ menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian

k∞ur弧gan, baik sumber daya manusia, in缶astru虹ur,債nansial maupun

kebutuhan lain y狐g relevan; dan

e. melakukan respon yang tegas aぬs seg血a心ndakan kecurang紬y劃g tcljadi

di l血gkungan peme轟ntah daerah.

Pasal8

Budaya an仕kecurangan sebagai皿ana dimaksud dala皿Pasal 6 ayat (2) huruf b

dapat diw可udkan dalam bentuk :

a. komitmen an也kecur紬gan ke dala皿visi, misi, t山uan, sasaran dan nilai-

nilai pemehntah daerah;

b. kode et膿/standar perilaku yang secara jelas mende範nisikan khteha

mengenai pehlaku狐色k∝ur劃gan; din

c. pembehan hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis

pelanggaran yang dilakukan berdasark紬　peraturan pemnd孤g-

und狐gan.

Pasal9

Ke坤ak狐　dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk petunjuk

teknis, petu可uk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau

dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BABIV

PERILAKU ANT萱KECURANGAN

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah, Badan Uscha Milik Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau

mengelola uang dad pemerintah daerah wajib mentaati dan melaksanakan

Pe正laku an仕kecurang紬.

(2) Perilaku anti kecurangan sebagainana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. beke轟a deng劃j可ur dan ber屯nggung jawab;

b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;

c. sal血g meng血gatkan untuk心dak berbuat curang;

d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi

di atas kepent血gan p轟badi atau golongan;

e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi,

korupsi, dan nepotisme;

f. mclaporka皿　kecurangan y劃g didengar, d心血at atau d毘etahuiny盆

kepada aぬs弧aぬu pihak lam)′劃g berwenang; dan

轡. melaksanak弧tugas dengan penuh rasa t孤幾ung ｣awab d肌色dak

melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, balk untuk kepentingan

p正badi, kelua重ga,虹oni, maupun kelom印k, clan　廿dak mengharapkan

imbalan dalam bentuk a坤pun yang be正en屯皿gan dengan ketentu紬

pemturan pemndang-und狐gan y紬g berlaku･

PasαiJJ....



Pasal11

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud d租劃　Pasal　3　ayat (3), dil釘ang

melakukan kecurangan, baik di dalan atau di luar pelaksanaan tugas

kedinasan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDAL量AN KECURANGAN

Pasal 12

(i) Dala皿rangka melakukan pengelola紬s血tegi pengendalian kecurangan

yang diimplcmen屯sika皿oleh pemc轟ntah daerah, dibentuk satuan tugas

pengendali紬kecu rang孤･

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) be轟an綬ung jawab

kepada Wali Kota, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab;

b. Wak組Penanggung Jawab;

c. Ketua;

d. Se血eta玉s;

e. An認○屯scsuai kebutuhan･

(3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan tugas d狐請ngsi

perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi,

monit〇五ng dan evaluasi sistem pengenda重ian kecura皿gan　廿ngkat

pemehntah daerah･

(4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal13

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian
kec urang孤･

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasrm

pengendalian kecurangan di lingkungan keヰanya･

(3)量nspe購orat melaksamkan pengawasan pengend瓢ian kecur孤gan･

BABV量I

SANKSI

Pasal重4

Pelanggaran ketentuan Pasal 9 dan Pasal 1 0, dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan pera血r狐perundang-und劃gan ･

BABⅥH



Diundangk紬di Sibolga

pada tan認瓢10 November 2022

SEKRETAR重S DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 442

､葛､二∴∴


